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Abstract— Law enforcement against environmental 

pollution due to oil spills of PT Pertamina Hulu Energi based on 

Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and 

Management or the application of criminal sanctions against PT 

Pertamina Hulu Energi. As a result of environmental pollution 

that occurs there is no longer any profit, but rather the 

emergence of damage and losses that are felt for coastal 

communities as victims of pollution. The purpose of this study is 

to find out and analyze how environmental pollution is carried 

out by the PT Pertamina Hulu Energi (PHE) factory based on 

Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and 

Management and Criminal Liability against companies and the 

factors that hinder law enforcement against companies 

regarding oil spills. 

Keywords— Environmental Law, Criminal Liability. 

Abstrak— Penegakan hukum terhadap pencemaran 

lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi 

berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau 

Penerapan sanksi pidana terhadap PT Pertamina Hulu Energi.  

Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi tidak ada lagi 

keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian 

yang sangat dirasakan bagi masyarakat pesisir sebagai korban 

pencemaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang 

dilakukan pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap perusahaan dan faktor-

faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap 

perusahaan mengenai tumpahan minyak. 

Kata Kunci— Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban 

Pidana.. 

 PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Emil Salim 

bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi 

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang 

kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk 

kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut 

pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita 

batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat 

dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, 

faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. Pendapat di 

atas, memberikan gambaran bahwa manusia dalam 

hidupnya mempunyai hubungan secara betimbal balik 

dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik 

secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu 

beriteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup, dalam arti 

manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi 

kehidupan manusia. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh 

karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola 

dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 

berkelanjutan, dan asas keadilan.Penggunaan sumber daya 

alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi 

lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, 

rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh 

kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan 

mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan 

pembangunan yang makin meningkat, mengandung resiko, 

makin meningkatnya resiko makin meningkatnya 

pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh 

limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sehingga struktur 
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dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan 

dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidupakan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya 

masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya 

pemulihannya. 

Oleh karena itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 14 

UUPPLH Pencemaran lingkungan hidup  masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang dimaksud 

pencemaran lingkungan  adalah sebagai berikut : Masuk 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain, Ke dalam lingkungan, Kegiatan manusia, 

Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. 

Terpeliharanya kualitas fungsi lingkungan secara 

berkelanjutan menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan 

peran serta masyarakat yang menjadi tumpuan 

pembangunan berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan 

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

mendatang. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya 

dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dengan baik. 

Makin meningkatnya kegiatan pembangunan, dalam hal ini 

pabrik-pabrik atau industri-industri menyebabkan 

meningkatnya dampak kegiatan tersebut terhadap 

lingkungan hidup, keadaan ini makin mendorong 

diperlukannya upaya pengendalian dampaknya, sehingga 

resiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. 

Upaya pengendalian dampak terhadap lingkungan sangat 

ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi 

lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat 

preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha 

dan atau kegiatan. Oleh karena itu dalam setiap ijin yang 

diterbitkan, harus dicantumkan secara tegas syarat dan 

kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut. 

Pengaturan tentang limbah B3 dimulai sejak tahun 1992 

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 

394/Kp/XI/92 tentang Larangan Impor Limbah Plastik. 

Selanjutnya diterbitkan keputusan presiden No.61 Tahun 

1993 tetang Ratifikasi Konvensi Basel 1989 yang 

mencerminkan kesadaran pemerintah Indonesia tentang 

adanya pencemaran lingkungan akibat masuknya limbah B3 

dari luar wilayah Indonesia. 

Dalam perkembangan setelah diundangkan Undang-

Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagai uapaya untuk mewujudkan 

pengelolaan limbah B3, pemerintah telah mengundangkan 

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Peraturan Pemerintah Limbah B3), sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 

1999. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah 

Limbah B3 diharapkan pengelolaan limbah B3 dapat lebih 

baik sehingga tidak lagi terjadi pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh limbah B3. Selain itu diharapkan pula 

dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah B3 

para pelaku industry dan pelaku kegiataan lainnya tunduk 

dan taat terhadap ketentuan tersebut  

Tidak ditaatinya Peraturan Pemerintah Limbah B3 oleh 

para pelaku indistri dan pelaku kegiatan lainnya dalam 

halini pencemaran yang dilakukan PT Pertamina Hulu 

Energi (PHE) di Karawang diduga dikarenaka oleh faktor 

penataan dan penegakan hukum lingkungan khususnya 

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Maka kami akan mengkaji lebih dalam sejauh manakah 

efektifitas penataan dan penegakan hukum lingkungan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

limbah B3 di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitan dengan judul: 

Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus 

Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Pt 

Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (Onwj) 

Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana 

terhadap perusahaan mengenai tumpahan minyak 

dikarawang berdasarkan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan 

hukum terhadap perusahaan mengenai tumpahan 

minyak ? 

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan 

dalam pokok-pokok sbb. 

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 

terhadap perusahaan mengenai tumpahan minyak 

dikarawang berdasarkan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

4. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang 

menghambat penegakan hukum terhadap 

perusahaan mengenai tumpahan minyak. 

 LANDASAN TEORI 

A. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya 

proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum 

secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-

hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, 

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan 

ide-ide.  
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Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum 

itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu 

menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan 

hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan 

menarik garis lurus antara dua titik. Soerjono Soekanto 

berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebgai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.  

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya 

hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, 

memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan 

mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal. 

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan,Penegakan 

hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum 

dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap 

hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya 

aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma 

aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum 

dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya 

ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada 

nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.Dan dalam 

penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya 

mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis 

saja. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya 

menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di 

dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi 

terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

dengan menerapkan sanksi-sanksi Dalam menegakkan 

hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:  

1. Kepastian Hukum  

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap 

orang menginginkan dapat ditegakkan hukum 

terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana 

hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada 

setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya 

tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga 

hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul 

perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum 

harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan 

kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalam masyarakat tercapai.  

2. Kemanfaatan  

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus 

memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya 

bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk 

kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya 

pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi 

manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi 

pelaksanaan dan penegakan hukum yang 

merugikan masyarakat, yang pada akhirnya 

menimbulkan keresahan. 

3. Keadilan  

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan 

pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama 

asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat 

bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada 

kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan 

yang biasanya diterapkan di bidang hukum. 

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus 

mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik 

dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan 

hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound 

yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, 

hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang 

dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial 

Engineerning. Inti dari penegakan hukum itu 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari 

nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah 

untuk menciptakan, memelihara dan 

memeperhatikan kedamainan dalam pergaulan 

hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai 

tersebut perlu diserasikan. 

4. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai 

ketentramman.  

Nilai ketertiban bertitk tolak pada keterikatan, 

sedanngkan nilai ketentraman bertitik tolak pada 

kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan 

tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu 

konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini 

kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau 

larangan. 

5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai 

kepastian hukum  

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang 

harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan 

daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan 

keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali 

mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu 

unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu 

didengungkan adalah Summun jus, summa injuria, 

summa lex, summa crux (hukum yang keras akan 

dalam melukai, kecuali keadlian yang dapat 

menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, 

hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat 

lebih jauh dari ketidak- pastian hukum ini adalah 

ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. 

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara 

yang diserahi tugas tanggung jawab untuk 

menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, 

memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini 

menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : 
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“ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, 

sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya 

kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh 

aturan-aturan hukum. Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsephukum yang diharapakan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakan hukummerupakan 

suatu proses yang melibatkan banyak hal. 

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :  

1. Faktor Hukum  

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian 

hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup 

law enforcement, namun juga peace maintenance, 

karena penyelenggaraan hukum merupakan proses 

penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata 

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegakan Hukum  

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang 

baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian penegak hukum.  

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu 

contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, 

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 

hambatan di dalam tujuannya,diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam 

tindak pidana khusus yang selama ini masih 

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum 

mampu dan belum siap.  

4. Faktor Masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 

masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran 

hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya 

hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia 

dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 

dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian,kebudayaan adalah suatu garis pokok 

tentang perikelakuan yang menetapkanperaturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang 

dilarang.  

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pencemaran Berdasarkan Undang Undang 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas 

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut 

subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan 

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan 

hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus 

dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut 

harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian 

hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, 

tanpa perduli bagaimana pahitnya (fiat jutitia et pereat 

mundus; meskipun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan). 

 Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 

masyrakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adannya 

manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan 

hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat 

dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi 

manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut 

dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga 

jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya 

peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur 

ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum 

lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum 

tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya 

umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. 
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Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur 

kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus 

dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara 

proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat 

dipulihkan kembali. 

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi 

dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui 

penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum 

lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan 

(regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy planning) 

tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di 

Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance 

and enforcement) yang meliputi bidang hukum administrasi 

negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. 

Sebelum membahas lebih jauh tentang penegakan hukum 

lingkungan terlebih dahulu kita harus megtahui definisi dari 

lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. 

Selanjutnya kita akan membahas definsi dari 

pencemaran. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain; 

2. Ke dalam lingkungan; 

3. Kegiatan manusia; 

4. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. 

Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut, nyatalah 

bahwa suatu perbuatan atau aksi dan tindakan yang 

menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup 

harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Apabila 

salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka 

perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai 

pencemaran lingkungan hidup. Ini berarti seseorang yang 

ingin menuntut pihak lain, harus benarbenar memperhatikan 

unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut. 

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. 

Namun dewasa ini masih saja terdapat beberapa pihak 

yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, salah 

satunya yang dilakukan oleh pabrik PT Pertamina Hulu 

Energi (PHE) di Karawang Jawa Barat. Dilansir dari Pegiat 

Organisasi Lingkungan, Kormas yang terdiri dari 

Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang 

(Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 

dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Pabrik 

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah mencemari perairan 

lepas pantai karawang sejak dinyatakan terjadinya 

tumapahan minyak pada tanggal 12 Juli 2019. Hingga saat 

ini, dampak tumpahan minyak terus mencemari wilayah laut 

dan pesisir Karawang, Bekasi serta meluas hingga mencapai 

Kepulauan Seribu, Jakarta. Kormas kuat menilai Pertamina 

tidak hanya lalai dalam menjalankan kegiatan operasinya 

dan penanganan awal kejadian, tetapi juga berupaya 

menyembunyikan fakta penting dari petaka tumpahan 

minyak itu.Tak hanya di lautan, minyak juga mulai 

memasuki wilayah padat penduduk dan wilayah konservasi. 

Dampak yang dirasakan bukan hanya dari segi ekologis, 

tapi juga dampak sosial. Masyarakat yang tinggal di sekitar 

perairan Karawang dan Bekasi mengalami kerugian 

finansial karena menurunnya kuantitas dan kualitas hasil 

tambak juga risiko kesehatan yang menghantui masyarakat 

karena terpapar minyak. 

Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan dalam 

Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

mana setiap orang dilarang untuk : 

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup; 

b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut 

peraturan perundang-undangan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. Membuang limbah ke media lingkungan 

hidup; 

f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media 

lingkungan hidup; 

g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media 

lingkungan hidup yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan atau 

izin lingkungan; 

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar; 

i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 

kompetensi penyusun amdal; dan/atau 

j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, 

menghilangkan informasi, merusak 

informasi, atau memberikan keterangan yang 

tidak benar. 

Dapat disimpulkan bahwa pabrik PT Pertamina Hulu 

Energi (PHE) telah melanggar beberapa ketentuan dalam 

pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Maka pihak 

dari pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) harus 

melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap 
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lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik 

tersebut. Sebagiamana yang diatur dalam pasal 53 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009, setiap orang melakukan 

pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan 

penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan : 

a. pemberian informasi peringatan pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat; 

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup; 

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah 

dilaksanakan maka pihak yang mengakibatkan pencemaran 

lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan 

lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 

UU No. 32 Tahun 2009, dilakukan dengan tahapan: 

a. penghentian sumber pencemaran dan 

pembersihan unsur pencemar;  

b. remediasi;  

c. rehabilitasi;  

d. restorasi; dan/atau  

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka 

dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar, 

pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 UU No. 32 Tahun 

2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun, yang dilakukan dengan: 

a. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 

wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang 

dihasilkannya.  

b. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, 

pengelolaannya mengikuti ketentuan 

pengelolaan limbah B3.  

c. Dalam hal setiap orang tidak mampu 

melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.  

d. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin 

dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya.  

e. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib 

mencantumkan persyaratan lingkungan hidup 

yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus 

dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.  

f. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.  

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan 

limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

B. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum 

terhadap perusahaan 

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat 

berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak 

efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum 

lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaanya 

dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai 

berikut :  

1. Sarana Hukum 

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan 

dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan 

operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten 

dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan 

dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa 

dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia 

sebagai pelaksanannya akan lebih banyak membentuk 

keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor 

hukum itu sendiri. 

2. Aparat Penegak Hukum 

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala 

dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional 

yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih 

sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita 

mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai 

berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup 

mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang 

berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan 

pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh 

penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat 

dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan 

presepsi penanganan perkara lingkungan. 

3. Fasilitas dan Sarana 

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan 

penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan 

fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. 

Bahwa kenyataan menunjukan dalam penanganan kasus-

kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat 

berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk 

kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli 

dan biaya cukup mahal. 

4. Perizinan Perizinan  

Memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak 

memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan 

ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh 

pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang 

diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah 

perusahaan siap berproduksi. 

5. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) 

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada 

penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada 

subtantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL 

merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan 

dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk 

mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses 

transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen 

AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, 
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bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak 

mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan. 

6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 

Lingkungan 

Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum 

(lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum 

masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut undang-

undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, 

untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan 

hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum 

lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum 

masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman 

masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak 

mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan 

pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu 

diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, 

teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan 

masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan 

penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan 

preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti 

menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 

Pertanggung Jawaban Pidana terhadap pencemaran 

lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu 

Energi penegakannya masih belum efektif terbukti dengan 

adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh 

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang 

mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan 

sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. 

Air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang 

kehidupan manusia. Sebab dalam menerapkan sanksi 

hukum sebaiknya dijatuhkan sanksi yang tepat serta dapat 

mencakup komposisi dari fungsi hukum itu sendiri seperti 

kepastian, kemafaatan, dan keadilan serta tidak 

menimbulkan kerasahan pada masyarakat. 

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat 

berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak 

efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum 

lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaanya 

dilapangan masih hambatan yang ditemui seperti Sarana 

Hukum, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas dan Sarana, 

Perizinan-Perizinan, Sistem Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (Amdal), Kesadaran masyarakat. 

 SARAN 

Pemberian sanksi yang diberikan akibat Pencemaran 

tumpahan minyak bahwa pabrik PT Pertamina Hulu Energi 

(PHE) telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 

UU No. 32 Tahun 2009. Maka pihak dari pabrik PT 

Pertamina Hulu Energi (PHE) harus melakukan 

penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang 

sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009, setiap 

orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib 

melakukan penanggulangan lingkungan hidup. Apabila 

tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan 

maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan 

hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, 

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka 

dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar. 

Selain itu juga diharapkan kedepannya masyarakat juga ikut 

berpartisipasi menjadi faktor utama penyebab penjatuhan 

sanksi hukum kepada perusahaan PT Pertamina Hulu 

Energi, sehingga masyarakat yang melihat pelanggaran 

administratif maupun pidana dapat melaporkan dan laporan 

tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum 

kepada perusahaan pertambangan tersebut. 

Agar tidak adanya lagi hambatan dalam penegakan 

hukum lingkungan hidup untuk kedepannya kebijakan 

operasional Sarana Hukum harus lebih konsisten dengan 

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang sudah ditentukan dalam UU No 32 Tahun 2009, 

Aparat Penegak Hukum untuk menangani kasus-kasus 

lingkungan supaya tidak terkendala perbanyak atau 

ditambahkan penegak hukum untuk menangani kasus-kasus 

lingkungan, Fasilitas dan Sarana harus lebih diperhatikan 

kembali dikarenakan untuk penegakan hukum lingkungan 

membutuhkan perangkat berteknologi canggih (peralatan 

laboratorium) untuk kepentingan operasionalisasinya 

memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal, Perizinan 

harus lebih ditegaskan lagi didalam Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, Proses transparansi dan 

mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi 

masyarakat harus berjalan sesuai harapan, bahkan 

masyarakat (yang terkena dampak) harus mengetahui secara 

pasti adanya suatu aktifitas kegiatan, Perlunya Kesadaran 

masyarakat untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti 

penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan 

masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan 
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